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PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.G/2025/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

telah  menjatuhkan  penetapan sebagai  berikut  dalam  perkara  Cerai

Gugat antara:

MARIA ULFA  BINTI  WARIS,  NIK:  6402165704930001, umur  31 tahun,

tempat  dan  tanggal  lahir:  Samarinda,  17  April  1993,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  mengurus

ruamh tangga,   tempat  kediaman di  Jalan  AM. Idris,

Gang 5, RT. 5, Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong

Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal ini

menggunakan  domisili  elektronik,  email:

mariaulfa.tgr17@gmail.com sebagai Penggugat;

m e l a w a n

SAMSUL BAHRI BIN UNUNG, NIK: 6402020104900002, umur 34 tahun,

tempat dan tanggal lahir: Lempatan Baru, 1 April 1990,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  karyawan

swasta,  tempat kediaman di Jalan  Tambak Rel, Gang

Sarifuddin  2, RT.  14,  Kelurahan  Kampung  Baru,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  4

Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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secara e-court dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2025/PA.Tgr, tanggal

4 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah

pada  tanggal 06  Maret  2022  terdaftar  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan  Kutipan Akta

Nikah Nomor: 115/12/III/2022 tanggal 06 Maret 2022;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  membina

rumah  tangga  dan  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan

bertempat tinggal  dirumah Sewa di  Jalan Ap Mangkunegara, RT 01, Desa

Teluk  Dalam,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara. selama 2 tahun dan tidak berpindah;

3. Bahwa  dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat  belum dikaruniai

anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengakaran  terjadi  dikarenakan

Bahwa pada bulan November 2023 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan

batin kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;

6. Bahwa akibat dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

bulan  Juni  tahun  2025  hingga  sekarang  selama  lebih  kurang  8  bulan,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat

telah  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  yang  mana dalam

pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Am Idris,

GG  05,  RT  05,  Desa  Loa  Lepu,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,

Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  tergugat  bertempat  tinggal  di  Jalan

Tambak Rel,  GG Sarifudin 2 RT.  14, Kelurahan Tambak Rel, Kecamatan

Teggarong, Kabupaten Kutai  Kartanegara,(rumah bangsalan beton paling

ujung kiri);
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7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1,5 Tahun, maka

hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya

karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya

sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  merasa  rumah

tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka

Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Tenggarong  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu  bain sughra Tergugat  (Samsul  Bahri  bin  Unung)

terhadap Penggugat (Maria Ulfa binti Waris) ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa,   pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat  dengan cara

menasihati  agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya

tersebut berhasil,  Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena

berusaha untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  ditunjuk  hal  ihwal

sebagaimana termuat dalam berita  acara  sidang perkara ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari  sidang  yang telah ditentukan Penggugat

dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal

82  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  pelaksanaan  Undang  Undang  Perkawinan  Majelis  Hakim  telah

mengupayakan perdamaian dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya Penggugat  menyatakan  mencabut

perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong

dengan Nomor 231/Pdt.G/2025/PA.Tgr, tanggal 4 Februari 2025, karena telah

berhasil damai;

Menimbang, bahwa  oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban,

maka  tidak perlu adanya persetujuan dari  Tergugat  atas pencabutan perkara

oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya perkara.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, segala biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis

dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan

Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  57/KMA/SK/III/2019  tentang  Petunjuk
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Teknis  Pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di  Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan,  segala  ketentuan  hukum  syara’ dan  peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; 

Amar penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

231/Pdt.G/2025/PA.Tgr dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara ;

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari

Adriansyah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy.,M.H dan

Surya Hidayat,  S.H.I.,M.H masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi  oleh para  Hakim Anggota dan dibantu  oleh Siti  Azizah,

S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H. 

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.
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Panitera Pengganti, 

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Rp    70.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp        17.000,00

4. Meterai                                               Rp            10.000,00

Jumlah Rp      172.000,00

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
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